
BUPATI LAMPUNG SELATAN 

PROVIRSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAll 
ROMOR 01 TAlIUN' 2018 

TENTANG 

PETUNJUK. PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK MINERAL BURAN LOGAM DAN BATUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IIABA E8A 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Menimbang a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka 
perlu mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

b. bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 34 
Tahun 2017 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak 
sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu meninjau 
kembali Peraturan Bupati dimaksud; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat 11 termasuk Kota Praja 
dalam Lingkungan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 



2.	 Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4365); 

5.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7.	 Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4 Tahun 
2008); 

8.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
bebcrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5587); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4138); 

10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pernberian dan Pernanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

11.	 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batu Sara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Nornor 4959); 



Menetapkan 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5] II); 

13.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2016 Nomor 16, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nornor 16). 

MEMU'rUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN IAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK MINERAL HUKAN LOGAM DAN BATUAN. 

BAR I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Larnpung Selatan. 

4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

5.	 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Peng.Jola 
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

6.	 Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan 
Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

7.	 Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu 
dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Perundang­
undangan yang berlaku. 

8.	 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan, imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 



9.	 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi Iainnya, lembaga 
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

10.	 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan 
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
Perpajakan Daerah. 

11.	 Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender 
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan 
Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi 
dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan 
melaporkan pajak yang terutang. 

12.	 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak 
atau kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan, baik dari sumber alam di dalam dari/ atau 
permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

13.	 Mineral bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan 
Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Perundang-undangan dibidang Mineral dan 
Batuan, 

14.	 Eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 
Pengarnbilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari 
sumber alam di dalam darr/atau permukaan bumi untuk 
dirnanfaatkan, 

15.	 Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun 
ouku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

16.	 Pajak yang terhutang adalah pajak yang ha.rus dibayar 
pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan 
Daerah. 

17.	 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau 
retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang 
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retr;~usi 

kepada wajib pajak atau ret.ribusi serta pengawasan 
penyetorannya. 



18.	 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dari atau bukan objek 
pajak, dau/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan 
Daerah. 

19.	 Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSPD adalah bukti pembayara.n atau penyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 
telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

20.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disinzkat 
SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan 
besarnya jumlah pajak yang terutang. 

21.	 Surat Tagihan Pajak Daerah yang se1anjutnya disingkat 
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau 
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

22.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan 
pajak yang rnencntukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 

23.	 Surat ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditctapkan. 

24.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 

/	 jumlah kredit pajak atau seharusnya tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak. 

25.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada 
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

26.	 Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan 
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, 
danjatau kekeliruan dalam penerapan ketentuan 
tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Pernberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Lcbih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, 
Surat Keputusan Pernbetulan, atau Surat Keputusan 
Keberatan. 



,
 
(2)	 Objek Pajak Min-rnl Bukan Logam dan Batuan adalah 

kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan 
yang meliputi: 

a. asbes; 
b. bat II tulis: 
c. batu setengah perrnata; 
d. batu kapur; 
e. batu apung; 
f. batu pennata; 
g. bentonit; 
h. dolomit; 
1. feldspar; 
J. garam batu (helite); 
k. grafit; 
1. granitj andesit; 
m. gips; 
n. kalsit; 
o. kaolin; 
p. leusit; 
q. magnesit; 
r. mika; 
s. marmer; 
t. nitrat; 
u. opsidien: 
v. oker; 
w. pasir dan kerikil; 
x. pasir kuarsa; 
y. perlit; 
z. phospat;
 
aa. talk;
 
bb. tanah serap (fullers earth);
 
cc. tanah diatornc:
 
dd. tahan liat;
 
ee. tawas (alum);
 
ff. tras:
 
gg. yarosif;
 
hh. zeolit;
 
ii. basal; 
jj. trakkit; dan 
kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undang>-i. 

(3)	 Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan sebagaimana dirnaksud pacta ayat (2) adalah 
sebagai berikut : 

a.	 kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara 
komersial seperti kcgiatan pengambilan tanah untuk 
keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/ 
telepon, ponanaman kabel listrik j telepon, 
penanaman pipa air j gas. 

b.	 kegiatan pcngambilan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan yang mcrupakan ikutan dari kegiatan 
pcrtambangan lainnya yang tidak dimarifaatkan 
seca ru kornc rain l ; d.t n 



c.	 pengarnbilan Mineral Bukan Logam dan Batuan 
untuk kepentingan Pernerintuh dan Pemerintah 
Daerah. 

Pasa13 

(1)	 Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 
orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral 
Bukan Logam dan Batuan. 

(2)	 Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 
orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan 
Logan, dan Batuan .

• 

BABIII
 
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN TATA CARA
 

PENGHITUNGAN
 

Pasal4 

(1)	 Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan adalah hasiJ pengarnbilan mineral bukan logam 
dan batuan dari mulut tambang. 

(2)	 Hasil sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah 
dihitung dengan rncngalikan volume / tonase pengarnbilan 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan 
ketetapan harga pasar. 

(3)	 Ketetapan harga pasar sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(2) adalah harga patokan penj ualan mineral bukan logam 
dan batuan berdasarkan Keputusan Bupati tentang 
Ketetapan Barga Pasar Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan. 

Pasal5 

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan 
sebesar 20% (dua puluh persen). 

Pasal6 

Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan 
pajak sebagaimana dimaksud clalam Pasal 4 ayat (1), dengan 
Rumus sebagai berikut : 

Besarnya pajak	 hasil pengambilan mineral bukan 
logam dan batuan x 20% 

hasil pengambilan volume / tonase x ketetapan harga 
mineral bukan logam pasar masing-masing jenis mineral 
dan batuan bukan logam dan batuan 



BABIV
 
WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Pas<11 7 

Wilayah pemungutan Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan 
adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

BABV
 
MASA PAJAK
 

Pasal8 

Masa Pajak adalah jangka wakti: yang lamanya 3 (tiga) bulan 
kalender 

BABVI 
TA'C'A CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN WAJIB P"_JAK 

Bagian Kesatu
 
Pendataan
 

Pasa19 

(1)	 Pendataan objek dan subjek Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan dilakukan dengan memberikan formulir 
pendataan kepa.Ia Orang Pribadi atau Badan yang 
mengambil mineral bukan logam dan batuan. 

(2)	 Formulir Pendataan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta 
ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang 
mengambil mineral bukan logam dan batuan atau 
kuasanya. 

(3)	 Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan 
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 
pendaftaran kepada Kepala BPPRD untuk menjadi wajib 
pajak daerah. 

(4)	 Seluruh data yang diperoleh dari data isian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat dalam 
daftar wajib pajak dan kartu data yang merupakan hasil 
akhir yang akan dijadikan sebagai dasar pcmcriksaan 
SPTPD yang dilaporkan oleh wajib pajak. 

(5)	 Bentuk dan tata cara pengisian formulir pendataan 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Dagian Kedua
 
Pendaftaran
 

Pasal 10 

(1) Pendaftaran wajib pajak menggunakan formulir 
pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala BPPRD 
melalui Bidang Pengembangan dan Penetapan. 

(2)	 Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pacta ayat 
(1) diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani 
oleh orang pribadi atau badan yang dapat mengambil 
mineral bukan logarn dan batuan atau kuasanya de ngan 
mclampirkan : 

a.	 fotokopi idcntitas diri; 

b.	 surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan 

c.	 surat kuas.i bcrrnatcrai cukup apabila dikuasakan 
dengan disertui totokopi idenlitas penerima kuasa. 

(3)	 Formulir pendaftar..n scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus dis.uupaikun l«: Bidarig Pcngembangan dan 
Penetapan BPI'I~j), paling lambat 7 (tujuh] hari sejak 
yang bersangkut.an memperoleh formulir pendaftaran. 

(4)	 Orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral 
bukan logam dan batuan yang telah didaftar, Kepala 
BPPRD mcnyalakan yang bersangkutan menjadi Wajib 
Pajak dengan menerbitkan N?WPO 

(5)	 Apabila orang pribadi atau badan yang meng.unbil 

mineral bukan logam clan batuan tidak melaksanakan 
pendaftaran scbaguimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 

BPPRO menerbitkan NPWPD secara jabatan. 

(6)	 Bentuk dan tata cara pengisian formulir pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari :)eraturan Bupati ini. 

BAS VII
 
BENTUK, lSI, TATA CARA PENERBITAN DAN PENGISIAN
 

SPTP.o, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN
 

Bagian Kesatu 
Penerbitan SPTPD 

Pasal	 11 

(1)	 Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dengan benar, 
jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau 
kuusanya serta menyampaikan kepada Bidang 
Pengernbangan d~\11 Pcnctapan BPPRO. 



(2)	 Formulir SPTPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang 
Pengernbangan • dan Penetapan BPPRO dan j atau 
dipcrolch mclalui pctugas yang ditunjuk. 

(3)	 SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
pelaporan hasil pengam bilan mineral bukan logam dan 
batuan. 

(4)	 Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dilakukan paling lama tanggal 15 (lima belas) setiap 
bulan. 

(5)	 Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pacta hari 
libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 
(satu] hari kerja berikutnya. 

(6)	 SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditanda 
tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. 

(7)	 Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana 
dimaksud pada aya t (2) tercantum dalam Lampiran III 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 

(1)	 Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
diberikan teguran secara tertulis oleh Bupati. 

(2)	 Bentuk dan Format Surat Tcguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tcrcantum dalam Lampiran IV 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua
 
Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN
 

Pasal 13 

(1)	 Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saal 
terutangnya Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan, 
Bupati dapat mencrbitkan : 

a. SKPDKB dalarn hal: 

1.	 apabila berdasarkan hasil pemeriksaan at.au 
keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD 
ternyata tidak benar, Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan yang terutang tidak atau kurang 
dibayar; 

2.	 apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD 
kepada Kepala BPPRD dalam jangka waktu 
tertcntu d.m sctclah ditegur secara tcrtulis; atau 

3.	 apabila kcwajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
teru tarig dihitung secar-a jabatan. 



b.	 SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan 
data baru darr/ atau data yang semula belum 
terungkap yang menvebabkan penambahan jumlah 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
terutang; dan 

c.	 8KPDN jika jurnlah Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan yang terutang sarna besarnya dengan jumlah 
kredit pajak atau Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

(2)	 Jumlah kekurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan yang kurang dibayar atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan dihitung sejak saal terutangnya Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

(3)	 Jumlah kekurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf b dikenakan sanksi 
administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan tersebul. 

(4)	 Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum 
dilakukan tindakan pemeriksaan. 

(5)	 Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif 
berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) 
dari pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan yang kurang dibayar atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 
empal) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

(6)	 Bentuk dan lS1 SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN 
sebagaimana dirnaks'ud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran V, VI, VII dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini. 



BAB VIII
 
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN,
 

PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PEMBAYARAN ANGSURAN
 

Bagian Kesatu
 
Tata Cara Pemungutan Pajak
 

Pasal 14 

(1)	 Tata cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan dilakukan dengan cara menghitung, melapor dan 
melakukan pernbayaran sendiri (self assesment system). 

(2)	 Menghitung, melapor dan membayar sendiri sebagaimana 
dimaxsud pada avat (1), aclalah sebagai berikut : 

a.	 wajib pajak rncnvurnpaikan laporan produksi hasil 
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari 
mulut tam bang dan perhitungan pajak terutang; 

b.	 hasil perhitungan Wajib Pajak akan diteliti dan 
diverifikasi kebenarannnya oleh petugas yang 
ditunjuk; 

c.	 Pajak terutang dituangkan dalam SPTPD; 
d.	 wajib pajak mcmbayar sendiri Pajak Mineral Bukan 

Logarn dan Batua n lx.rda.sarkan SPTPD; dan 

e.	 bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka 
diterbitkan SKPD secara jabatan. 

I 

(3)	 Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
dilarang diborongkan. 

Bagian Kedua
 
Tata Cara Pembayaran
 

Pasal 15 

(1)	 Pcmbayaran dan penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan yang terutang oleh wajib pajak atau 
kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah 
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah 
(SSPD) atau dokumen yang dipersamakan, 

(2)	 Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang 
terutang berdasarkan SPTPD paling lama 30 (tiga 
puluh)hari kerja setelah saat terutangnya pajak. 

(3)	 SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang 
menyebabkan jumlah pajak mineral bukan logam dan 
batuan yang harus dibayar bertambah merupakan dasar 
oenagihan pajak mineral bukan logam dan batuan dan 
hurus dilunasi dalarn jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bulan sejak tanggal ditcrbitkan. 



(4)	 Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang 
disetorkan langsung ke Rekening Kas Daerah atau dapat 
rnelalui bendahara penerimaan BPPRD 

(5)	 Apabila pernbayaran oieh wajib pajak atau kuasanya 
dilakukan melalui bcnciahara penerimaan BPPRD, maka 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, 
bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah 
sesuai peraturan perunc'ang-undangan yang berlaku. 

(6)	 Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud 
pacta ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu 
pcnyctoran jatuh pada hari kerja berikutnya. 

(7)	 Bentuk dan format SSPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan STPD scbagairnana dimaksud pada ayat (3) 
tercantum dalam lampiran VIII dan IX dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga
 
Penagihan dengan Surat Paksa
 

Pa sal 16 

(1)	 Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, 
STPD, dan putusan bandmg yang tidak atau kurang 
dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan 
surat paksa. 

(2)	 Penagihan Pajak dcngan surat paksa dilaksanakan 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Keempat
 
Tata Can. Penundaan Pcmbayaran dan Pembayaran
 

Angsuran
 

Pasal 17 

Tata cara pernbayaran angsuran dan penundaan pembayaran 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang dilakukan 
sebagai berikut : 

a.	 wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara 
angsuran maupun menunda pembayaran Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Bat.uan harus mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan 
disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi 
SKPDKB, SKPDKBT, ST?D, dan Putusan Banding yang 
diajukan permchoriarmya. 



L.	 perrnohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a hams 
melampirkan rincian utang Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan pada tahun pajak yang bersangkutan dan 
disertai dengan alasannya serta sudah diterima Bupati 
paling lama 7 (tujub) hari kerja sejak diterbitkan 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang 
diajukan permohdnannya. 

c.	 permohonan pernbayaran secara angsuran maupun 
penundaan pembayaran yang disetujui Bupati 
dituangkan dalam Kcputusan yang dikeluarkan setelah 
terlebih dahulu mcndapat telaahan dan Kepala BPPRD. 

d.	 pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib 
pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang 
dalarn masa pajak berjalan; 

e.	 perrundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) 
'bulan, terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yan.g 
terrnuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau Putusan 
Banding, kecuali ditctapkan lain oleh Bupati; 

f.	 pembayaran secara angsuran maupun penundaan 
pembayaran yang disetujui Bupati dikenakan bunga 
sebesar 2 % (dua persen): 

g.	 perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai 
berikut: 

1.	 perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat 
jurnlah sisa angsuran; 

2.	 jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan 
antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan 
diangsur dengan pokok pajak angsuran; 

3.	 pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara 
jurnlah pajak terutang yang akan diangsur dengan 
jumlah angsuran; 

4.	 bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa 
angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); 
dun 

5.	 besarnya jumlah yang hams dibayar tiap angsuran 
adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan 
bunga sebesar 2 01.) (dua persen). 

h.	 Perhitungan untuk pcnundaan pembayaran adalah 
sebagai berikut : 

1.	 perhitungan bunga dikenakan terhadap seiuruh 
jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil 
perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan 
jumlah pajak terutang yang ditunda; 

2.	 besamya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh 
jurnlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan 
jumlah bunga 2 (Xl (dua persen) sebulan bulan; dan 



3.	 penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus 
paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang 
telah ditentukan dan tidak dapat diangsur. 

1.	 terhadap wajib pajak yang telah mengajukan 
permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat 
mengajukan pennohonan penundaan pernbayaran untuk 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang yang 
sarna. 

B.AB IX 
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK 

Pasal 18 

(1)	 Bupati berdasarkan perrnohonan wajib pajak dapat 
memberikan pengurangan atau keringanan Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan yang terutang. 

• 
(2)	 Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang 
ditetapkan oleh Bupati, 

(3)	 Pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan terutang paling tinggi 25% 
(dua puluh lima persen). 

(4)	 Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang adalah 
sebagai berikut : 

a.	 permohonan pengurangan atau keringanan Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang 
disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
kepada Bupati disertai dengan alasan yang jelas dan 
dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan 
fotokopi KTP dan SPTPD (apabila dikuasakan wajib 
melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP 
penerima kuasa); 

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, Bupati melakukan analisa kelayakan 
permohonan pengurangan atau keringanan Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang; 

c.	 apabila alasan permohonan pengurangan atau 
keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
yang terutang dikabulkan, maka Bupati menerbitkan 
keputusan pengurangan atau keringanan Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang; 

d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang 
ditolak, Bupati harus mernberitahukan kepada wajib 
pajak disertai alasan penolakannya; dan 



e.	 keputusan pem berian pengurangan atau keringanan 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang 
harus disampaikan kepada wajib pajak paling lama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima. 

(5)	 Bentuk dan isi kcputusan pernberian pcngurangan atau 
keringanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
terutang sebagaimaua dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABX
 
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
 

ADMINISTRATIF DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU
 
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
 

Bagian Kesatu
 
Pengurangan atau Pcnghapusan Sanksi Administratif
 

Pasal 19 

(1)	 Bupati dapat merigurangkan atau menghapuskan sanksi 
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak 
Mineral Bukan Logam clan Batuan yang terutang dalam 
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib 
pajak aiau bukan karena kesafahannya. 

(2)	 Pengurangan atau Pcnghapusan sanksi administratif 
berupa bunga, dcnda dan kcnaikan Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan yang terutang dilakukan terhadap 
sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB 
atau SKPDKBT. 

!]l	 T..... t,-., C.:.·i,~~~; .-".--,., '!~'-~""'~C"1 ....-, . .., ·1(-.·~"'!rl1 :1'" 1'1'-' 
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administratif sebcgaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 
sebagai berikut : 

a.	 wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis 
dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dengan alasan 
yang jelas dcngan melampirkan fotokopi KTP dan 
fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 
(tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB 
atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib 
melampirkan surat kuasa berrneterai dan fotokopi KTP 
penerirna kuasa; 

b.	 berdasarkan perrnohonan sebagaimana dimuk- :', 
pada huruf a, Bupati menunjuk Kepala BPPRD UJ··· .k 
melakukan pengkajian dan penelitian; 

c.	 hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada 
Bupati sebagai dasar ...intuk memberikan keputusan; 

d.	 keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan 
sanksi administratif, ditetapkan oleh Bupati; 



e.	 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah 
menerima permohonan sebagairnana dimaksud pada 
huruf a, Bupati harus mcmberikan keputusan berupa 
dikabulkan ata u ditolak; dan 

f.	 apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sebagairnana d irnaksud pada huruf e, Bupati belum 
mernbcrikan kcputusan, maka permohonan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap 
dikabulkan 

(4)	 Terhadap perrnohorian yang ditolak, Bupati : 

a.	 memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan 
penolakannya; atau 

b.	 memerintahkan kepada wejib pajak untuk membayar 
pajak terutang bcserta sanksi administratif dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(5)	 Terhadap pcrmohorian yang disetujui, atau karena 
jabatan bcrdasarkan alasan yang dapat ditcrirna, Bupati 
merigurangkan atau rnenghapus sanksi administrasi dan 
mernberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB 
dan SKPDKBT. 

(6)	 Wajib pajak mclakukan pembayaran Pajak Mineral 
Bukan Logam clan Batuan paling lama 1 (satu) bulan 
scjak disctujuinya pcrrnohonan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (5). 

Bagian Kedua 
Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak 

Pasa120 

Bupati berdasarkan pcrmohonan Wajib Pajak atau karcna 
jabatannya, dapat mernbetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau 
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya 
terdapat kesalahan tulis danjatau kesalahan hitung dan ratau 
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

Fasa121 

Bupati berdasarkan perrnohonanan wajib pajak dapat : 

a.	 mengurangkan atau mernbatalkan SKPDKB, SKPDKBT 
atau STPD, SKPDN a tau SKPDLS yang tidak benar; 

b.	 mengurangkan atau membatalkan STPD; dan 

e.	 membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan Pajak 
Mineral Bukan Logarn dan Batuan yang dilaksanakan 
atau ditcrbitkar. tidak sesuai dengan tata eara yang 
ditcntukan. 



PasaI 22 

(1)	 Pengurangan atau pern batalan Pajak Mineral P: .kan 
Logam dan Batuan yang terutang atas dasar permohonan 
wajib pajak diatur sebagai berikut : 

a.	 wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis 
dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dalam jangka 
waktu 7 (tujuh] han kerja sejak diterbitkan SKPDKB, 
SKPDKBT atau STPO, SKPON atau SKPOLB; 

b.	 sural permohonan wajib pajak didukung oleh fakta 
baru yang mqvakinkan: 

c.	 dalam sural. pcrrnohorian wajib pajak harus 
dilampirkan dokurncn bcrupa fotokopi: 

1.	 identitas diri yang ~)ah/KTP, apabiIa dikuasakan 
wajib mclumpirkun surat kuasa bermaterai dan 
fotokopi KTP p.-nerima kuasa; 

2.	 SKPDKB, SI(P[)KBT atau STPO, SKPON atau 
SKPDLB yang diaj uk.an permohonannya; dan 

3.	 alasan yang mcndukung diajukannya permohonan. 

(2)	 Pengajuan perrnohorian yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 
dapat dipertimbangkan dan berkas perrnohonan 
dikembalikan kepada wajib pajak. 

(3)	 Pengurangan atau pernoatalan ketetapan Pajak Mineral 
Bukan Logarn dan Batuan karena jabatan dilakukan oleh 
Bupati atas usul Kepala BPPRD berdasarkan 
pertirnbangan keadilan dan adanya temuan baru. 

Pasal23 

(1)	 Atas dasar perrnohonan wajib pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 atau karena jabatan, Bupati 
merninta Kepala BPPRO untuk membahas pengurangan 
atau pembatalan kctctapan Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan. 

(2)	 Basil pernbahasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaporkan dengan mclarnpirkan tclaah pertimbangan 
atas pcngurangan atau pcmbatalan ketetapan Pajak 
Mineral Bukan Logarn dan Batuan. 

(3)	 Berdasarkan laporan Kepala BPPRD dan tclaahan 
pertimbangan ata s pengurangan atau pembataIan 
ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 
Bupati memberikan keputusan. 

Pasal24 

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau 
pembataIan ketet.apan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan, Bupati segera: 



a. melakukan pcmbatalan kctctapan Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan yang lama atau memberikan catatan 
atau pcrbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SKPDN atau SKPDLB; dan 

b. mernerintahkan kepada wajib pajak melakukan 
pernbayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

yang. terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah 

diterimanya keputusan. 

BABXI 
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

Bagian Kesatu 
Pembukuan 

Pasal25 

(1) Setiap Wajib Pajak yang mclakukan usaha dengan omzet 
paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 
per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan. 

(2) Tata cara pembukuan sebagairnana dimaksud pada avat 
(1) diatur lebih lahjut sebagai berikut : 

a. pembukuan paling scdikit 
pengeluaran dan saldo; 

memuat pemastrkan , 

b. pernbukuan disclcnggarakan 
berdasarkan urutan wa kt u; 

sccara kronologis 

c. apabila wajib pajak mcmpunyai lcbih dari 1 (satu) 
ternpatjlokasi pengambilan mineral bukan logam dan 
batuan, maka pernbukuan dilakukan secara terpisah; 

d. pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga 
dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang 
seharusnya diterirna oleh wajib pajak yang menjadi 
dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Baruan; 

e. neraca; dan 

f. laporan rugi laba perusahaan. 

(3) Setiap wajib pajak ynnr; rnelakt.i ka n irsaha derican ornzet 

, 
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(4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi jurnlah 
~. \"1.,.) .•j".I"i.-I -~,~l.! .J;~I't1 rl',.i),.j ~~,'i~';J'~ '.'" .'~'.< 

orang atau badan yang melakukan pengambilan mineral 
bukan logam dan batuan, adalah sebagai berikut : 

'.' ' 



a.	 menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan 
atau penerimaan secara brutto dari hasil 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan; 

b.	 rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis 
berdasarkan urutan waktu; 

c.	 apahila wajib pajak rnempunyai lebih dari 1 (satu) 
tempatjlokasi pcngambilan mineral bukan logam 
dan batuan, maka rekapitulasi dilakukan secara 
terpisah; dan 

d.	 rekapitulasi dapat clidukung dengan dokumen lain 
sehingga dapat diketahui jumlah uang yang 
diterima atau yang seharusnya diterirna oleh wajib 
pajak. 

(5)	 Rekapitulasi scbagaimana dimaksud pada ayat (3) 
d isclcnggarakan dcriga n scbaik-ba iknya dan harus 
mencerminkan kegiatan pengambiJan mineral bukan 
logam dan batuan sebenarnya. 

Pasal 26 

(1)	 Pernbukuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 24 
dilakukan dcngan tcrtib. tcratur dan bcnar scsuai dengan 
norma pembukuan yang berlaku. 

(2)	 Pernbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dijadikan clasar untuk menghitung atau mengetahui 
besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
terutang. 

(3)	 Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta 
dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari wajib 
pajak disimpan selama 5 (lima) tahun. 

Bagian Kedua
 
Pemeriksaan
 

Pasal27 

(1)	 Dalam rangka perneriksaan Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan, Bupati bcrwcnang melakukan pemeriksaan 
untuk menguji kcpatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. 

(2)	 Untuk keperluan pemcriksaan, petugas pemeriksa harus 
dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat 
perintah perneriksaan serta memperlihatkan kepada 
Wajib	 Pajak yang diperiksa. 



(3)	 Wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban 
yang menyebackan petugas perneriksa menemui 
kesulitan dalam menghitung jumlah uang yang diterima 
atau yang scharusnya ditcrima oleh wajib pajak, maka 
untuk pcngcnaan bcsarnyu Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan yang terutang dapat dilakukan dengan 
rnetode penghitungan laporan ornzet atau penerirnaan 
tertinggi dalam 1 (satu) t.ahun terakhir. 

(4)	 Dalam hal pcrncriksaan pcmbukuan atau audit, Bupati 
berdasarkan permohonan Kepala BPPRO dapat 
menunjuk Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan 
un tuk mendampingi petugas pemeriksa pajak. 

(5)	 Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa 
pajak, Bupati dapat mcminta bantuan pcngamanan dari 
aparat Kepolisian atau instansi yang terkait. 

(6)	 Apabila dalarn pcngungkapan pembukuan, pencatatan 
atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh 
petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh 
suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban 
L.,:t :	 :~ : ,.~;::, 

pemeriksaan. 

TJA'R XTI 
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(1)	 Alas kelebihan pernbayaran Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan 
pengembalian kelcbihan pernbayaran kepada Bupati. 

(2)	 Kelebihan pcmbayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terjadi apabila : 

a.	 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dibayar 
ternyata lebih bcsar dari yang scharusnya terutang; 
atau 

b.	 dilakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logarn 
dan Batuan yang tidak seharusnya terutang. 

(3)	 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan : 

a.	 permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan mencantumkan besarnya 
pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang 
jelas; 

'.	 ' 

atau fotokop. idenUtas penerima kuasa apanna 
dikuasakan; 

SKPULti uan buku pernbayar'an yang sa.h; dan 



d.	 surat pcrmohonan ditandatangani oleh wajib pajak, 
dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak 
harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup. 

(4)	 Pcrmohonan pengcrnbalian yang tidak mcmenuhi 
persyaratan sebagairnana dimaksud pada aY«L (3) 
dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak 
dapat dipertimbangkan. 

(5)	 Berdasarkan hasil perneriksaan atau penelitian terhadap 
permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat 
(2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, 
sejak langgal diterimanya permohonan pengembalian 
kelebihan pernbayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan, Bupati r.:lfUS memberikan keputusan. 

(6)	 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) terlampaui dan Bupati lidak memberikan suatu 
keputusan, permohonan pengembalian pernbayaran 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggap 
dikabulkan dan SKPDLB harus ditcrbitkan dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(7)	 Apabila Wajib Pajak mcmpunyai utang Pajak lainnya, 
kclebihan pcmbayaran Pajak scbagaimana dimaksud 
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi 
terlebih dahulu utang Pajak tersebut. 

(8)	 Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 

(9)	 Jika pengcmbalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan dilakukan setelah lewat 2 
(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 
2% (dua persen] sebulan atas keterlambatan pembayaran 
kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logarn dan 
Batuan. 
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(1)	 Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, 
maka pengembalian Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan dilakukan dengan menerbitkan Sural Perintah 
Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

(2)	 SP2D atas kelebihan pernbayaran Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan dibebankan pada mata anggaran 
pengembalian pcndapatan pajak dengan koreksi 
pendapatan pada tahun anggaran berjalan. 

(3)	 SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan tahun sebelumnya yang teJah ditutup, 
dibebankan pacta mala anggaran tak terduga. 



BAB XIII
 
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN
 

PENGENDALIAN
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(1)	 Pelaksanaan, pcmbcrdayaan, pcngawasan dan 
pengcndalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
ditugaskan kepada 13I'PRD. 

(2)	 Dalam melaksanakan tugasnya BPPRO dapat bekerja 

sarna dengan inst ansi tcrkait dan tim teknis. 

BAH XIV
 
JATUH TEMPO PAJAK TERUTANG
 

Pasal31 

(1)	 Bagi wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau 
penanggung Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
dengan cara menghituug sendiri(Self Assesment) jatuh 
tempo pajak tcrutang (SKPDKB atau SKPDKBT) adalah 1 
(satu] bulan setclah ditcrirnanya SKPDKB atau SKPOKBT 
oleh wajib pajak atau pcnanggung pajak. 

(2)	 Apabila semua ketcntuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak dipcnuni paling lambat 1 (satu) bulan sejak 
diterimanya SKP;)KB atau SKPDKBT oleh wajib pajak 
atau penanggung pajak, maka dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari 
pokok Pajak Mineral Rukan Logam dan Batuan setiap 
bulan tcrhitung da ri pajak yang kurang bayar atau 
terlambat dibayar dun ditagih dengan STPD. 

BABXV
 
TATA CARA PENGAWASAN
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(1)	 Dalam hal pengawasan, Kepala BPPRO dapat 
menetapkan dan menempatkan petugas yang dilengkapi 
surat tugas dan/ atau peralatan. 

(2)	 Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan 
transaksi, 

(3)	 Penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) untuk rnelakukan pengawasan operasional dan 
perhitungan data ornzet dengan batas waktu tertentu 
dan/ atau dengan pertimbangan garis tertentu. 



(4) Setelah dilakukan pengawasan dengan bat.as tcrtc ui u 
yang akan ditctapkan oleh Kcpala BPPRD, maka \\:I.ji1l 

pajak atau pcnanggung pajak berkcwajiban urn uk 
mengisi dan mcndatangani berita acara h.l.,ii 

pengawasan. 

BAB XVI 
INSENTIF PEMUNGUTAN 
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(1)	 Instansi yang meluksanakan pernungutan Pajak Mir.rr.i! 
Bukan Logam dan Batuan dibcrikan inscnti:' 8l~l~; d .. 1 r 

pcncapaian killUjrl tcrtcn tu. 

(2)	 Pernberian irisr-n tif sebagaimana dirna k s ud padu [iF, : i) 

ditetapkan mclalui Anggaran Peridapatan dan Bei,:,.:" 
Daeruh tahun berjalan. 

(3)	 Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebesar 5 [Yo (lima persen) dari realisasi 
pendapatan. 

(4)	 Pemberian dan pernanfantan insentif sebagaimana 
dimaksud pada ayal (1) dipcruntukkan untuk : 

a.	 Bupati 0,50%1 (nol kama lima puluh 

person}; 

b.	 Wakil Bupati 0,25% (no1 koma dua puluh 

lima persen); 

c.	 Sekretaris Daerah 0,25%> ( nol kama dua puluh 

lima persen); dan 

d.	 BPPRD dan lnstansi terkait yang mern' 'LAntu 

melaksanakan pemungutan Pajak 

: 4%	 (em pat persen). 

(5)	 Pemberian dan pcrna nf::18 tan insentif sebagairnaria 

dimaksud pacta ayat (4) ditetapkan dengan Kcputusan 
Bupati. 

DAB XVII 
KE·1ENTUAN PENUTUP 
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Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Lampung Sclatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksariaan Peraturan Daernh Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal 3 Januar1 2018 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

ZAINUDIN HASAN 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal :5 januarf, 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABU ATEN LAMPUNG SELATAN 

FREDYSM 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 01 



LAMPlRAN I	 PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 01 TAHUN 2018 
TANGGAL ::3 Januar1 2018 

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN 

PEMERINTAH KABUPATEN
 
LAMPUNG SELATAN
 

BADAN PENGEWLA PAJAK
 
DAN RETRIBUSI DAERAH
 
Jl. Mustafa Kemal No.45
 

Kalianda
 
Kabupaten Lampung Sealatan
 

A. NPWPD 
IT] =
 B. NAMA WAJIB PAJAK 

C. ALAMATWAJIB PAJAK 

D. NAMA USAHA 

E. ALAMAT TEMPAT USAHA 

F. DESA / KECAMATAN 

G. TELPHONE 

FORMULIR PENDATAAN
 
PAJAK DAERAH
 

PAJAK MINERAL BUKAN
 
WGAM DAN BATUAN
 

IT] IT] 
· 

· · 

· 

· · 

· · 

· ·
 

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : 
.KolomA	 Diisikan sesuai dengan data. 

Tanggal Pendataan 

.oooo ................................................
 

Kalianda, 
.................................. 

Petugas Pendata 

I ........................)
 

yang ada dalam 
NPWPD (apabila sudah ada) 

Kolom B, C, D, E. F dan G	 Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam 
Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) 
atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha 

SUPATI LAllPURG SELATAR, 

ZAlKUDIN HASAN 



LA.JIl'IItAlt D :	 PatATUJtAJf SUP.,.., LAIIPUIIQ 811L\.TAIf 
_OMOR: U 1 TABUII 201. 
TAifOGAL: '3 Januar1 2018 

BElITUK DAl( TATA CARA PBJIG181A11 PORIIULIR PBIIDAn'ARAB 

I 
PBIIBRIlITAB KABUPATU LAJll'UB"G 81CLA.TAIf 

BADAJI PBlIGBLOLA. PAolA)[ DAR ItBTRI808I DABRAB 

.n.KoL Mutata Kemallio. <ISKau..... 
Te1p. 0727 7320321 

NomOI" Formulir 

I I 1 I I I 

Kepada yth, 

di. ,•.••,••,., .."."., . 

I I 

I'I5RHATIAN : 

1 Harap diisi dalam rangklIp dua (2) dituJis dengan huruf CETAK. 
2 Beri tanda V pada kotak c:::JImg terlledia untuk jawaben yang diberikan 

3 Setelah Fonnulir pendaftaran ini diisi dan e1itanda tangani, harap diserahkan kembali 

kepada Badan Pl:ngeIoIa PIljak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan eli KaHanda 

OIlSI OLEH SEWRUH WAJIB PAJAK BADAN 

1 Nama Badanl Merk Usaha 

2 Alamat (Pbtocopi Surat K"terangan Domlsili dilampirlmn) 
- JaJan I No. : 

• Fn'/RW/RK : 
- Kelurahan : 

- Kecamatan : 
- Kabupaten I Kotamadya : 
• Nomol" Telepon : 
_Kolle !'os :,r-"',r"T,-r,-,1"'""'11 

3 Surat izin yang dimiliId (Photocopy SUrat 1Zinharap dilampirlam) 

- Burat Izin tempat usaha : No. Tgl . 
• Burat 1Zin : No. TgI . 
- Surat 1Zin•. : No. .•... Tgl . 
• Sural 1Zin : No. TgI .. 

4 Bidang Usaha (Harap diisi eesual denpn bidang usahanya) 

c::J Biro Reklame 
c::J Pengambilan dan PengoIahan Mineral Bukan 1.llpm dan Batuan 
CJ Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pt:nnukaan 

c:J Hibumn 

c:J HoteJ 

CJ Restoran 
Lainnya yang tidal< t.ermasuk bidang tersebut diatas yaitu : 

KETERANGAN PEMlUK ATAU PENGELOLA 

5 Nama ~ / PmgeIoIa 
6 Jabatan : 
7 Alamat T<:mpat Tinggal 

- JaJan / No. : 

• Fn'IRWIRK : 
• Kelurahan : 

• Kecamatan : 

-Kabupaten/Kotamadya : 
- NOlJlQrTelepon : 

- Kede Pos : 1""1-r,-1"'-1""1-"1""""'11 

20 

8 Kewajiban PBjak 

CJ PlQak Hotel 
CJ Plljal<R,,-.-.m 
[:=J Plljal<Hibumn 

o Pajak Reklame 

c:J PaJak Peneranganjatan 

[:=J FlliakParkir o FIlial<Air Tanah 
c:J PBjak SaTang Burung Wa1<:t 

c:J PlQak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

ODSI OLEH PENERIMA 
Diterima lBJJgg/ll : 

Nama Jdas / NIP 

Tanda Tanl!lUl 

KaIianda, . 
Nama J,,18lI : 

Tanda Tanpn : 

OilS! OLEH PE'IUGAS PENCATAT DATA 

NPWPDYang Diberikan 

Nama Je1alI I NIP 

TandaTanpn 

~~ ----------------------­
No. FormuJir: , ,. 

NAMA 

Kalianda, 

( 

. 

YANG MENERiMA 

20 

1 

BOPA'!'. LAIIPVIIO 8BLA.TAlI. 



LAMPIRAN III	 PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 01 TAHUN 2018 
TANGGAL 3 .TanuaTi 2018 

1. 

2. 

BBlITUK DAlf TATA CARA PElIGI8IAl1 SPTPD 

NoSPTPD 
BADAN PENGEWLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERlNTAH KABUPATEN lAMPUNG SElATAN 

MasaPajak.fl. Mustafa Kemal No.45
 
Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
 TahunPajak 

SPTPD
 
( SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
 

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
 
N.P:W:P.D ' f,	 KepadaYth. 

: ...................................
 
: ................................
 

...............................
 

................................................................
D D =	 OJ [JJJ 

..............................................................
 

di .................•...........................
 

PERBATIAlI : 
1.	 Harap diisi dalam ranf[:j 2 {dual dituIis dengan huruf eetak. 
2.	 Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 
3.	 Setelah diisi dan ditanda tangani, harap di serahkan kembali kepada BPPRO Kabupaten Lampung Selatan 

paling lambat : pada tanggal .......................... (Official Assesment) dan tangga1 15 bulan berikutnya ( Self 
Assesment). 

4.	 Keterlambatan penyerahan dari tangga1 tersebut diatas akan dilaknkan penetapan secarajabatan untuk Wajtb 
Pajak yang berdasarkan Official Assesment dan denda untuk Wajib Pajak yang berdasarkan SelfAssesment. 

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK 
1.	 Data Obyek Pajak 

No Mineral Bu.kan Logam dan Batuan Volumel tonase 
(lihat keteranll::an) 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

Keterangan :
 
Nama Mineral Bukan Lozam dan Batuan
 

1. Asbes 
2. Batu Tulis 
3. Batu Setenll::ah Pennata 
4. Batu Kapur 

5. BatuAoUI12 
6. Batu Pennata 
7. Bentonit 
8. Dolomit 
9. Feldspar 
10. Garam Batu [helite) 
11. Grafit 
12. Granit I Andesit 
13. GiDs 
14. Kalsit
 
IS. Kaolin
 
16. Leusit 
17. M82Desit
 
I8.Mika
 
19. Marmer 
20. Nitrat 

(M31 Ton)
 
.....................
 
.....................
 
....................
 
.....................
 
.................
 
................
 

21. Opsidien 
22.0ker 
23. Pasir dan Keriki1 
24. Pasir Kuarsa 
25. PerIit 
26. Phespat 
27. Talk 
28. Tanah .serat (fullers earth) 
29. Tanah diatome 
30. Tanah Liat 
31. Tawas 'alum} 
32. Teas 
33. Yarosif 
34. ZeoIit 
3S.Basal 
36. Trakkit 
37. Mineral Bukan Loom dan 

Batuan laiDnva $esuai denaan 
Ketentuan
 
Undangan
 

Harga pasar I 
Nilai standar 
Rp ......••...... 
Rp ..............
 
Rp ..............
 
Rp ..............
 
Rp ..............
 
Rp ...•..........
 

B. DISI OLEH WP SELF ASSEsMENT 

JumIah nilaijual dan pajak terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dati awal masa pajak: dalam 
tahun pajak tertentu : 

a MasaPajak : Tgl .................... sId Tgl ............... 
b.	 Dasar Pengenaan (Nilai Jual) : Rp ......•.........................
 
c.	 Tarif Pajak (sesuai Penia) ........................ %
 
d.	 ~ak terutang (b x c) : Rp ................................
 

JumIah nilai jual dan pajak ternutang untuk masa pajak sekarang (lampirkan toto copy dokumen): 
a MasaPajak : Tgl .................... sId Tgl ............... 
b.	 Dasar Pengenaan (Nilai Jual) : Rp ................................
 
c.	 Tarif Pajak [sesuai Perda) : ........................ 0/0
 
d.	 Plgak terutang (b x c) Rp ................................
 



c. DllSI OLEH WP OFFICIAL ASSESMENT 

a, Mas.aPajak : J: ::::::::::....:.:.....:....:.~:d rgt ....•......on •••b. Dasar PenJrenaan tNilai Jual) 
D.PERNYATAAN 

Dengan menyadari sepenubnya .akan lI!egala akibat tennasuk sanksi-sanksi ~uai dengan k.etentuan 
perundang-undangan yang berlaku.saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang teIah kami 
beritahukan tersebut diatas beserta 18lllpiran -lam.pirannya adalah benar,lengkap dan jelas, 

............................_...,........~~..,............
 
Wajib pajak 

Namajelas 

E.DllSI OLEH PETUGAS PENERIMA BPPRO 

Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki 

l. Ofticial Assesmem (dihitung dan ditetaplam oleb pejabat BPPRO) 
2. SeH Assesment (Illengbitung dan menetapkan pajak sendiri) 

Diterima tanggal 
Nama petugas 
NIP 

: 
: 
: 

t.............................1 

-------------------------------------------.------------~~~!._--------------------_._----------_._-_._-------_ ... .
 

NPWPD 

Nama 

Alamat 

TANDA TERIMA 

No SPI'PD: . 

__ 

.....................tahun 
Yang Menerima 

. 

( ) 

BUPATI LAMPUKG SELATAK,
 

ZAIlWDIN BASAB 



LAMPIRAII IV:	 PERATURAII BUPATI LAllPUlfG 8ELATAK 
1I0MOR: 01 TABUII 2018 
TARGGAL: 3 Januar1 2018 

BENTUK DAN FORMAT SURAT TEGURAN 

PEMERDITAH KABUPATEIf LAJlPUKG SELATAR 
BADAR PBIfGBLOLA PAJAK DO RBTRIBUSI D.AERAII 

JI. KoL Mustafa Kemalllo. 4S KaJianda 

Telp. 0727 321302 

NPWPD: DOCDIIIlJ [I] 0:::0 
Kepada Yth. 

Di . 

SURATTEGURAN 
UNTUK MEMASUKKAN SPTPD 

NOIDor : .. 

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum 
memasukkan SPfPD yang telah Saudara terima untuk diisi. 

Maka dengan ini kami minta agar Saudara menyerahkan kembali 
SPTPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat ini. 

Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudara indahkan, maka kami 
akan melakukan Penetapan Atas Objek Pajak *) yang Saudara miliki 
secara Jabatan, yeng akan merugikan Saudara sendiri. 

Untuk menjadi perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara dapat 
dipenuhi sebagaimana mestinya. 

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN 
KEPALA BPPRD 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

.•....•..............•..•.•....•.••• 
NIP. . . 

*) Caret yang tidak perlu 

------------ GuntingDislni ----------- ­

NPWPD 
Nama 
Alamat 

TANDA TERIMA 
. .. ..........••..•••..•......•...••.•.......•.. . .. .................••......•...•.............. 

............. Tahun . 

( ..........•..•....•..) 

BUPATI LAMPUNG S£LATAN,
 

Z.AllfUDllf HASAN
 



----------------

LAMPIRAN V :	 PERATURAN SUPAn LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 01 TAHUN 2018 
TANGGAL: 3 .ranuari 2018 

BENTUK DAN lSI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR 
PlUlBlUlft'AB KABUPATU LAJlPUllfG aBLATAIf SKPDKB 

8ADAN PEHGEl.OlA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) No.Unrt 

JI. Ko!. Mustllfa KemaI No. 45 Kalianda Masa Pajak . ..................... = Telp. 0127 7320321 Tahun Pajak .. ....................... I 

I. 

II. 

1. 

2. 

Nama	 : ......................................................
 
Alamat : ........................................................... 
NPWPD : ICl CJ·	 • I • • I 

• CI:J c::c:I:l 
Tanggal Jatuh tempo ............................................................
 
telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : 

AyatPajak I I I I I I I I 
Nama Pajak .. ........................................................ 
Dart Pemeriksaan atau Keterangan lain lersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 

1. DasarPengenaan	 Rp. 

2. Pajak yang terhutang	 Rp. 

3. KreditPajak 
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. 

b. Setoran yang dilakukan	 Rp. 
c. Lain-lain	 Rp. ­
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	 Rp ­

4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3c)	 Rp. 

5. Sanksi administrasi : 

a. Bungs (Ps 97 (12»	 Rp 
b. Kenaikan (Ps 97 (5»	 Rp 
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)	 Rp ­

6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	 Rp. 

Dengan Huruf : I	 I 
PERHATIAN 

Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah ( Bank Lampung ) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima. dikenakan sangsi atau 

berupa bungga sebesar 2% perbulan. 

...................., ............. Tahun ................ 
a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN 

KEPALA BPPRO 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

.......................................................................
 
NIP..."."...........".""" ...
 

1	 ------------

Gunting disini 

No. SKPDKB : '" .
 

TAMPA TERIMA
 
NPWPO
 
NAMA
 
ALAMAT
 

...................., Tahun . 
YANG MENERIMA, 

(	 ) 

BUPATI LAllPURG SELATAN, 

ZAlNUDIN HASAN 



LAIIPIRA1f VI :	 PBRATURAJI SUPATI LAIIPOlIG SBLATAlI 
KOMOR: 01 TAJIUlf 2018 
TAlfGGAJ,: 3 ,Tanuari 2018 

BENTUK DAN lSI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN 

I Jl KoI. IIustlIfa K.... No. 45 KlIIIanda 

TeIp, ffTXl7320321 

SKPDKBT 
(SURAT KETETAPAN PAJAK OAERAH KURANG SAYAR 

TAIIBAHAN) 

Mesa Pajek 

TahunPajek 

No.Urut 

11111t:] 

Nama 

AJemat 
NPWPD 
Tanaaal Jatuh temDO 

............................................................. 
:C] CJ I I I I I I I I c:::J::] r:::I:I::l 

I. teIahdilakukan perneriksaan &tau kelerangan lain atas pelaksanaan kewajiban : 

Ayat Pajak : c::::r::I:I:I:J 
Nama Pajak . 

Rp 

Rp. 

Rp. 
Rp, _ 

II. Dan Pemeriksaan atau Keterangan lain tersebut diatas. pemitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 

1. Dasar pengenaan Rp. 

2. Pajak yang terhutang Rp. 
3. Kredit Paiak 

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya 

b. Setoranyang dilakukan 

c. Lain-lain 

d. Jumlah yangdapatdikreditkan (a + b + c) 

4. Jumlah kekumngsn pembayaran Pokok Pajak (2 • 3d) 

5. Sanksi administrasi : 

a. Bunga 
b. Kenaikan 
c. Jumlah SanksiAdministrasi (a + b) 

Rp 
Ro 

Rp. 

Rp 

6. Jumlah yang masih harusdibayar (4 + 5c) Rp. 

Dengan Huruf: I I 

PER HAT IAN 
1. HaIap penyetoran dilakukan metalui BKP atau KasOaefah ( Bank Larnpung) dengan menggunakan SuratSetoranPajak Daerah (SSPD). 

2. Apablla SKPDKBT ini tidak atau Kurang Dibayar setelah rewat waktUpaling lama 30 hansejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administr8Si 
berupa bungs sebesar 2% per bulan. 

....................•............. Tahun .. 

a.n, BUPATI LAMPUNG SELATAN 
KEPALA BPPRO 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

.................................................. 
NIP .. 

Gunting disini ----------------	 ------------------_. 
No. SKPDKBT: 

TANpA TERIMA 

NPWPD 
N#\MI\ 

ALAMAT 

.................................. Tahun .. 
YANG MENERIMA, 

( ) 

SUPATI LAllPUNG SELATAN, 



LAIIPIRAR VB: PBRATURAJI BUPATI LUlPUlIG .BLATAJI 
BO.OR: 0 1 TAIIUlI 2018 
TAJIGGAL: 3 Januari 2018 

BENTUK DAN lSI SURATKETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL 

I 
PBIDRIlITAB KABVPATBB LAIIPUlIG SBLATAli 8KPDlI 

BADAX PDGELOLA PAJAK DAII RETRIBUSI DABRAII (SURAT KB'l'ftAPAII PAJAK DABRAB IIIBILJ No. Urut 

JJ.. KoL ..... KemalBo. 45 ......... 
Teip. 07X1321302 ..... hJak : ••••• ·4..............• [[[I]]:] 

Tah_ ..... : .._._...._._..... 

Kama : ..........._.........................................._................. 
AJamat : ....................................................................... 

RPWPD : C c:::r , i I i I i I i , i i i I i i 

I. TeJah diIakukan pemeriksaan atau keteranaan lain atas nelaksanaan kewaiiban : 
Ayat~ : I I I I I I I I 
Nama Plljak : ............................................................... 

n. 
Dari Peroeriksaan atau Kererangan lain tersebut diatas, perbitungan jumlah yang masih barus dibayar adalah sebapi berikut : 

l. Dasar Pengenaan Rp 

2. Plljak yang terhutang Rp 

3. Kredit Pajak 
a. Kompen88Si kclebihan dari tahun sebelumnya Rp 
b. Setoran yang dilakukan Rp 

c. Lain-lain Rp 

D. STP (pokokl Rp 
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d) Rp -

4. Jumlah yang harus dibayar (2 - 3e) NIIDL 

.-...... -----­ .....• - . .......... Tahun .••••....•.•.•.• 

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN 

KEPAIA BPPRD 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

........................................................ 
NIP............................... 

Guntfng rJfsfnf 

No. SKPDN: . 

TABDA TBlll.A 

NPWPD: 

NAMA 

ALAMA': 

20 .... 
YANG MENERIMA, 

( ) 

BUPATI LAllPUNG SELATAN, 



LAIIPIRA1I vm : l'BRAT1JltA1I BUP~TI LAID'UlIG SBLATAII 
1IO.0R: U 1 T,mtJI 2018 
TAllocw.: :3 JanUarl. 2018 

BENTUK DAJI FORMAT SURAT 8ETORAB PAJAK DABRAIl 

• 

No 

PEllBRlRTAB KABUPATBB LAllPUKG BBLATAR SSPD 

BADAII PBlfGBLOLA PAJAK DAlf RETRIBU8I DABRAB ( SURAT SETORAII PAJAK DABRAII ) 

.n. KoL Muat:ata K.emalilo. 45 Kalia,"", Tahun ..................... 

Tc1p. 0T2T 7320321 

Nama ; ....-._._~_._ .._.._.._._.._.. _.-.. _.._.._.._..-.-._._.._.- ..-._._._.._.-.-....._...._.... 

Alamat 

NPWPD 

........­ ....._......... ­ ........._....._.-.. ­ ........._._....._....._......­ .....-._._...._................. 

,0 I I I I I I I I CD CD 
: 0 BKPD 0 8TPD 0 LAllI-LAllI 

0 BKPDT 0 BPTPD 

0 BKPDKB 0 BE PBIIBE'I'ULAR 

0 BKPDKBT 0 BE KBBBRATAR 

: Masa Pajak : .......•.•.......... Tahun: ...................... No. Urut: ............... 

Ayat JeDis P8jak Daerah Jumlah fR,p) 

Rp. 

Jumlah Setoran Pajak Rp. 

Dengan Huruf : 

Ruang untuk Teraan
 

Kas Register/Tanda Tangen
 

Petugas Penerima
 

Diterima Oleh, 

Petugas Tempat Pembayaran 

Tanggal .................... 
Tanda Tangan ..................... 

NamaTerang ......................... 

................. , .......................................
 

Penyetor 

( .................................. )
 

*) Beri tanda V pada kotak o sesuai dengan ketetapan yang dimiliki 

BUPATI LAllPUlfG SELATAII, 

ZAlllUDIN IIASAR 



LAIIPIRAK IX : PERATURAll BUPATI.LAIIPUlIG BBLATAlI 
KOIIOR: U 1 TABUlI2018 
TAKGGAL: '3 ,Tanuari 2018 

BEBTUK DAR FORMAT SURAT TAGIIIA!f PAJAK DAERAB 

PEIIERJNTAH KABUPATEN LAIIPUNG SELATAN STPD

II BADMPB 01 A PA./M IIAIl RE'T-.sI_ No.Urut 
Jl. Kol ......... 1C8mIII No. C5 KlIIIanda 

Teip. am 321302 

(SURATTAGIHAN PAJAK DAERAH) 
",,'.	 '. 

o::o:::D:I.... Pajak : ............................
 
TahunPajak : ..................................
 

Nama : ...........................................................................................................-

AIamat : ..................................................................................................
 
NPWPD :CJ CJ I	 0 r:I I I I 1:]'=0:: , I Tanggal Jatuh tempo : .........................................................................................................
 

I. Telahdllakull8ll pemerikSaan alauketerangan lain atas peIaksanaankewajlban : 

AyatPajak ; I I I I I I I I
 
NamaPajak .........................................................
 

II. Oari Penelilian dan atauPemeriksaan tersebut diafas. pelhitungan jumlahyangmasih haNSdibayaradaIah sebagai berikut: 

1. Pajakyangkurang dibayar	 Rp 

2. 5anksi 8dministrasi 

8. Bunga	 Rp 

3. JumlahyangmasihhaNS dibayar (1+ 2a)	 Rp 

DenganHUM I	 I 
PERHATIAN 

1.	 Harap penyeIoran dilakukan meIaIui BKP atau Kas Daerah ( Bank Lampung ) dengan menggunakan Sural Setoran Pajak Deerah
 
(SSPD).
 

2.	 ApabiIaSTPO ini Iidakalau Kurang Dibayar setelah Iewatwaktu palinglama 30 hari STPD ini diterimadikenakan llllflksi adminislrasi
 
berupe bungasebes8r 2% per bulan
 

.................................. Jahun ................
 

a.n, BUPATI LAMPUNG SELATAN
 
KEPALA BPPRD
 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

....................................
 
NIP. ......................................
 

Gunting disini 

JANDA TERIMA 

NO.STPD: .. 

NPWPO 

NAMA 

ALAMAT 

: 

: 

YANG MENERIMA. 
20.... 

( ) 

BUPATI LAMPUlfG SELATAN', 



LAMPlRAN X	 PERATURA BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 01 TAHUN 2018 
TANGGAL : ') ,Tanuari 2018 

BENTUK DAN lSI KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN 
LOGAM DAN BATUAN 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

BADD PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
Jalan Mustafa Kemal No.45 Kalianda Lampung Selatan 35513 

Telp/Fax, (0727) 321302 

KEPUTUSAN KEPALA BAfiAN PENGEWLA PAJAK DAN RETRlBUSI DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

TENTANG
 

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN WGAM DAN BATUAN
 
YANG TERUTANG 

Kepala Badan PengelQla. Paj~ dM Retritm~i p~erM! 

Menimbang 

Mengingat 

Memperhatikan 

Menetapkan 

KESATU 

a.	 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas 
permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan Nomor tanggal terdapatjtidak 
terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan 
besamya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
terutang; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan tentang ; 

1.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

2.	 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor tentang 
Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan; 

Surat permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan atas nama tanggal , 
yang diterima lengkap oleh Badan Pengelolaan Pajak dan 
Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada 
tanggal . 

MEMUTUSKAN : 

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN 
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL 
BUKAN WGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG. 

MengabuIkanjMenolak *) permohonan pengurangan Pajak
 
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada
 
Wajib Pajak:
 
Nama Wajib Pajak ... . ..
 



Alamat Wajib Pajak 
Nama Usaha 
Alamat Usaha 
Besarnya Pengurangan 

KEDUA	 Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana 
dimaksud pada Diktum kesatu Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan yang seharusnya dibayar adalah sebagai 
berikut: 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp . 
yang terutang: 
Besarnya Pengurangan (... % x Rp ) Rp . 
Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Rp . 
Batuan yang seharusnya dibayar 
(•................••...•••....•••••..•••••••.••••••••.•.•.•.•••••...•.••................. ) 

KETIGA	 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal 

a.n BUPATI LAMPUNG SELATAN 
KEPALA BPPRD 

KABUJ>ATEN LAMJ>UNG SELATAN 

.............•...•.....•...•..
 

*) coret yang tidak perlu 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

http:�...�.....�...�
http:�................��...���....�����..�������.��������.�.�.�.�����...�.��

